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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER ATAS
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
di lingkungan  Kementerian Koordinator = Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menyusun
petunjuk teknis penanganan pengaduan whistleblower atas
dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penaﬁganan
Pengaduan Whistleblower atas Dugaan Tindak Pidana
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian
Koordinator = Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan;



Mengingat

Menetapkan

-2-

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 10);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);

S. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWER ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
KOLUSI, DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud

dengan:

1.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang bekerja di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

Whistleblower adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang
mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya tindak
pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di
lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian
dari pelaku dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme yang diadukannya.

Kementerian adalah Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.

Inspektorat adalah Inspektorat Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

a. pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi,

dan nepotisme;



(2)

(1)

(2)
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b. penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana
korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan
Kementerian;

c. pelindungan terhadap Whistleblower yang melaporkan
pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi,
dan nepotisme di lingkungan Kementerian;

d. penghargaan, pemberian sanksi dan pemulihan nama
baik; dan

e. monitoring dan pelaporan.

Penanganan pengaduan Whistleblower atas dugaan tindak

pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan

Kementerian dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis

yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB II
PENGADUAN ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
KOLUSI DAN NEPOTISME

Pasal 3

Whistleblower dapat melaporkan dugaan tindak pidana

korupsi, kolusi, dan nepotisme kepada Inspektorat.

Pelaporan Whistleblower paling sedikit memuat informasi

mengenai:

a. adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme;

b. tempat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme terjadi;

c. waktu dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme terjadi;

d. Pegawai yang diduga melakukan tindak pidana
korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

e. modus operandi dugaan tindak pidana korupsi, kolusi,

dan nepotisme.



(1)

(2)

Pasal 4
Pelaporan dapat disampaikan secara langsung atau tidak
langsung.
Penyampaian laporan secara langsung dilakukan melalui
help desk yang disediakan oleh Inspektorat.
Penyampaian laporan secara tidak langsung dilakukan
melalui:
a. aplikasi whistleblowing system yang tersedia pada
laman resmi Kementerian;
telepon;
faksimili;

layanan pesan singkat; dan/atau

o a0 o

surat elektronik.

Pasal 5

Inspektorat wajib menindaklanjuti pengaduan Whistleblower

atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Pasal 6

Langkah penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana

korupsi, kolusi, dan nepotisme meliputi:

me a0 TP

pencatatan;

penelaahan;

pengarsipan;

audit investigasi;

rekomendasi atas hasil penanganan pengaduan; dan
pelimpahan penanganan kasus tindak pidana korupsi

kepada penegak hukum.



(1)

(2)

BAB IV
PELINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Pasal 7
Inspektorat wajib memberikan pelindungan terhadap
Whistleblower berupa:
a. kerahasiaan identitas;
b. pemberian keterangan tanpa tekanan;
c. pelindungan dari tindakan administratif kepegawaian
yang merugikan;
d. pelindungan atas jaminan hak kepegawaian; dan
e. pemberian nasihat hukum.
Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan bekerjasama dengan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Whistleblower berhak mengetahui tindak lanjut pengaduan

dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme berupa:

a.

b.

(1)

(2)

mendapatkan  informasi mengenai  perkembangan
penanganan pengaduannya; dan
mengetahui rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat

atas penanganan pengaduannya.

BAB V
PENGHARGAAN, SANKSI, DAN PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 9

Whistleblower yang berdasarkan hasil pemeriksaan
terbukti menyampaikan kebenaran diberikan penghargaan
dalam bentuk piagam.

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti
menyampaikan pengaduan palsu dan/atau
menyampaikan pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi
hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3) Pegawai yang terbukti menyalahgunakan
jabatan/wewenang untuk melakukan pembalasan atas
pengaduan yang disampaikan Whistleblower dijatuhi
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Terlapor dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan
Kementerian yang tidak terbukti melakukan tindak pidana
korupsi, kolusi, dan nepotisme berhak mendapatkan
pemulihan nama baik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 10
Inspektur wajib melaporkan pelaksanaan penanganan
pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 11
Inspektur Kementerian wajib melakukan pemantauan hasil
penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



/

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29/11/2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1522

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,

e}

Sorni Paskah Daeli
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  TAHUN

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWER ATAS DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

BAB 1
PENDAHULUAN

Umum

Penyampaian pengaduan terhadap dugaan tindak pidana korupsi,
kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu bentuk peran serta Pegawai
dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat,
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan program wilayah bebas
dari korupsi yang mewajibkan penerapan sistem pelaporan pelanggaran
(whistleblowing system). Sistem ini memberikan kesempatan kepada
Pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti tentang dugaan
tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerjanya,
untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir
kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Penangananan pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di
lingkungan Kementerian merupakan bagian dari sistem penangananan
pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada dugaan tindak
pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan
Kementerian yang dapat disampaikan melalui penyampaian pengaduan
secara langsung dapat dilakukan melalui help desk yang disediakan oleh
Inspektorat. Penyampaian pengaduan secara tidak langsung dapat

dilakukan melalui saluran pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan
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pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, surat elektronik, atau dapat
dilakukan melalui aplikasi yang tersedia pada laman resmi Kementerian.

Penangananan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi,
kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan merupakan bagian dari
tugas pengawasan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keja Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bab XII Pasal 446 yang
menyatakan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayaan Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang
Pedoman Umum Penangananan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi
Pemerintah dinyatakan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah
dapat menindaklanjuti pedoman tersebut dengan aturan yang lebih teknis
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor 60 Tahun
2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut perlu disusun petunjuk teknis penanganan
pengaduan Whistleblower atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme di lingkungan Kementerian sebagai acuan pelaksanaan di
dalam penangananan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi,

kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian.

Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Petunjuk teknis penanganan pengaduan Whistleblower atas dugaan
tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan
Kementerian dimaksudkan sebagai:
a. acuan dalam menangani pengaduan atas dugaan tindak pidana
korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian;
b. sebagai acuan bagi masyarakat/Pegawai yang mengetahui atau
memiliki informasi dan bukti tentang suatu penyimpangan yang
berindikasi korupsi untuk melaporkan indikasi penyimpangan di

lingkungan Kementerian kepada Inspektorat;
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c. sebagai acuan bagi petugas whistleblowing system didalam
memberikan pelindungan kepada Whistleblower.

Tujuan

Petunjuk teknis penanganan pengaduan Whistleblower atas dugaan

tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan

Kementerian bertujuan:

a. meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi,
dan nepotisme di lingkungan Kementerian;

b. mendorong Pegawai yang memiliki informasi dan bukti tentang
indikasi perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya
secara aman dan bertanggung jawab;

c. terlindunginya  Whistleblower dari rasa tidak aman terkait
dengan indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang
dilaporkannya; dan

d. tumbuhnya persepsi masyarakat/Pegawai bahwa jika
melakukan penyimpangan atau kecurangan, akan semakin
besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis penanganan pengaduan

Whistleblower atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan

nepotisme di lingkungan Kementerian, meliputi:

a. pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme;

b. penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi,
kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian;

c. pelindungan terhadap Whistleblower yang melaporkan
pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme di lingkungan Kementerian;

d. penghargaan, pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan

e. monitoring dan pelaporan.






